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PERUBAHAN KETlGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

.Tahun Anggaran 2021, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 
Nomor 320/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja 
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah 
Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 , 
maka Peratu ran Bupati Banyuasin Nomor 274 Tahun 2020 
tentang Penja baran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
l<abupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 , perlu ditinjau 
kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 
2020 Tentang Penja baran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyu as in Tahun Anggaran 2021 . 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembara n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

] 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Peme rintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ten tang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 220); 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) ; 

21.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah I<abupaten Banyuasin Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tah un 2020 Nomor 10); 

23. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 
Nomor 139); 
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24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 20 19 tentang Perubahan 
Atas Pcraturan Bupati Nomor 139 Tahun 20 17 tenta ng Tata 
Cara Pergesera n Anggara n Pe ndapatan dan Belanja Daerah 
(Seri ta Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 65); 

25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2020 tentang 
Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 207); 

26. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Serita Daerah Kabupaten 
Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 274 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 
UMUM 

Je111s Perubahan Penjubaran APBD 2021 

Pasal l 

Peraturan Bupati Ba nyuasin Nomor 274 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Serita Daera h Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274), diubah karena terjadi 

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan 

a ntar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian 

rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang 

bersifat strategis. 

BAB II 
PERUBAHAN 

Perangkat Daerah yang mengalami perubahan da lam APBD 
Tahun Anggaran 2021 

Pasal2 

~N 

t
---
--

0. I Perangkat Daerah 
1 Oinas Kesehatan 

•I-- -•·•--- · 
2 Dinas Pekcrjaan Umum da n tata Ruang 
3 Rumah Umum Sakit Daerah 

t-=:-- - ---
4 BadaQ__fengelola Keua nga~ dan Aset Daerah -
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BAB III 

PENGATURAN LEBfH LANJUT 
PERUBAHAN PENJABARAN APBD 202 1 

Pasal3 

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 
Pasa1 2 akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ranyuasin Tahun Anggaran 202 1. 

Pasal4 

Melalui Peraturan Bupati ini kepada Perangkat Daerah yang 
mengalami pergeseran diminta mengambil langkah-langkah 
pelaksanaan kegiatan dimaksud. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Banyuasin. 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal / C Mei 2021 

/' BUPATI NYUASlN, ~ 

j 
ftt .A 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal I B Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

H. M. SENEN HAR 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 
NOMOR { I 


